semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.



Terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2014 memberikan paradigma baru dalam
pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN saat ini tidak hanya berorientasi pencatatan yang
tertib administrasi saja, tetapi sudah berubah dengan bagaunana BMN dikelola dengan
tertib administrasi, tertib fisik

mkan oleh ’Srmregrc A

erapan
baik aset yang-stidah ada maupun aset baru
selama umur manfaat aset tersebut. Hal tersebut kiranya dapat dilakukan oleh Pengguna
Barang Kementerian Keuangan mengingat jumlah aset yang dikelola dan untuk




optimalisasi penggunaan aset tersebut agar maksimal, baik untuk memberikan
kontribusi penerimaan maupun efisiensi pengeluaran.

Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam upaya untuk melakukan
optimalisasi  aset adalah-=Peratur nteri  Keuangan (PMK) Nomor
250/PMK.06/2011 li

At lebih b lagi dalam mengelola BMN yangberada i

dak digunakan untuk penye
ebut sebagai BMN idle sg

!ul Nomor 71/PMK.06/20
ngegaraan tugas dan fung

ang optimal karena masih banyak BMN
yang belum tidak digunakan maupun dimanfaatkan tetapi belum diusulkan atau
diserahkan kepada Pengelola Barang sebagai BMN idle. Masih banyaknya BMN yang



terindikasi idle tersebut tentunya membebani Kementerian Keuangan dalam hal
pengamanan dan pemeliharaan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan
BMN tersebut tidak memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

maupun kontribusi penerimaa

melakukan pengawasan da

yang terindikasi idle di &

gunaan maupun pemanfaatan
melakukan penelitian

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan BMN yang terindikasi idle pada
Pengguna Barang Kementerian Keuangan?



2. Bagaimana mengoptimalkan BMN yang terindikasi idle pada Pengguna Barang
Kementerian Keuangan?

3. Permasalahan apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan BMN yang

itproses pengelolaan BMN yang fterindikasi
Keuangan,

bagaimana cara mengoptima

1g Kementerian Keuangan, ’

" masalahan dalam pengelo

9 .
Cnilerian B T

Ausafenl

rrrrr

euangan dalam mengelola BMN

o @ﬂu alkan-BMN yang terindikasiia
m nkawaran uy k entang proses pengelolaan
i : a Pengguna Barang'Kementerian Keuangan.
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F. Sistematika Penelitian
Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

DASAN TEORI

membahas teori-teori yang dig
aset, manajemen aset, pengg
enelitian terdahulu.

eterbatasan penehtzan dan saran bag1 penelitian selanijt



